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Menimbang

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

Nomor : Z Taun 2L0\6

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

PROVINSI RIAU TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

L3

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diserasikan
dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), diacu dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, dan menjadi

pedoman dalam penyusunan RAPBD;

bahwa sesual Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Peﬁgendalian dan Ewvaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Evaluasi
Rencana Kerja Pemerintah'Daerah Tahun 2017, maka
RKPD Tahun 2017 ditetapkan dengan Peraturan

Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49/P
Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Gubernur Riau
Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019 dan Penunjukan
Pelaksana Tugas Gubernur -Riau Masa Jabatan Tahun
2014-2019, dinyatakan Wakil Gubernur Riau Masa
Jabatan Tahun 2014-2019 sebagai pelaksana tugas,
Masa Jabatan Tahun 2014-2019 sampai dengan
dilantiknya Gubernur Riau sisa Masa Jabatan Tahun
2014-2019.
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Mengingat

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c¢ perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun
2017.

Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat,
Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4421);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerinta Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a,b, dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2017.

Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tk.] Sumatera Barat,
Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerinta Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nemor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);
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Keputusan  Presiden Nomor 49/P Tahun 2016
Tentang Pemberhentian Gubernur Riau Masa Jabatan
Tahun 2014 - 2019 dan Penunjukan Pelaksana Tugas
Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomeor 217);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310j;

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009
tentang Rencana Pemb?ngtman Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Riau Tahun 2009

Nomor 9};

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014
tentang Organisasi Sekretgriat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Daerah Provinsi
Fiau Tahun 2014 Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014
tentang Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 2);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014
tentang Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga
Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun
2014 Nomor 3);



13. Peraturan Daerah  Prowvinsi Riau Nomor 7 Tahun
2014 tentang Rencana- Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun
2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun
2014 Nomor 7).

MEMUTUSEKAN

Menetapkan + PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI RIAU TAHUN
2017.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2017 merupakan
pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun
Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Riau Tahun 2017, Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Riau Tahun 2017 serta Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Riau Tahun 2017.
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Pasal 2

(1) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

BABI PENDAHULUAN v

BABIl EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA
PENDANAAN

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

BABV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP |

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.




Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun
2005-2025 dan Peraturan Daecrah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun
2014 - 2019.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal, 720 Mel 201

Plt. GUBERNUR th;/

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Mei %0

A Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

M/ YAFIZ
BERITA DAERAH.B o‘.ﬁ/lNSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR %3
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